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Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, dapat melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.  Keterkaitan Advokat dengan  korupsi,  hingga saat ini telah banyak Advokat yang pernah di proses hukum terkait dugaan tindak Pidana Korupsi atau suap. Rupanya hal tersebut telah mencederai Integritas Penegak Hukum, dengan  iming-iming dengan sejumlah uang untuk mencoba menyuap para aparatur negara, kegagalan penegak hukum akibat ketidakmauan terlihat dari terjadinya proses penegak hukum yang terkesan tidak transparan dan tidak jujur, bahkan sebuah kasus hukum membuka peluang untuk dijadikan obyek dan ladang pemerasan untuk kasus yang sedang ditanganinya. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : (1) Apakah tindakan advokat yang membela klien dalam kasus tindak pidana korupsi sesuai dengan asas penegakan hukum ? dan (2) Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi advokat sebagai pelaku tindak pidana suap berdasarkan hukum positif di Indonesia  ?. Metode penelitian yang penulis gunakan bersifat yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier guna memecahkan dan menjawab permasalahan pada objek penelitian. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya Advokat selalu berlindung dibalik hak imunitas yaitu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam melaksanakan profesinya dijamin undang-undang, sehingga ada advokat menghalang-halangi atau merintangi penyidikan tindak pidana korupsi, menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat. Advokat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata selama menjalankan tugas dan profesinya dengan iktikad baik tetapi tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Advokat yang merintangi proses penyidikan tindak pidana korupsi bertentangan dengan iktikad baik, dan bertentangan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentu tidak termasuk dalam katagori penggunaan hak imunitas dimaksud.
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